
 
 

 

BUPATI BELITUNG TIMUR 

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 

PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR 

NOMOR 21 TAHUN 2017 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR 

NOMOR 45 TAHUN 2013 TENTANG TATA KERJA MAJELIS PERTIMBANGAN 
TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI KEUANGAN  

DAN BARANG DAERAH 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BELITUNG TIMUR, 

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya dan 

diundangkannya  Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur 

Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 

Perangkat Daerah, perlu merubah  susunan keanggotaan Majelis 

Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti 

Rugi Keuangan dan Barang Daerah;  
     
  b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 

huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan 

Atas Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 45 Tahun 2013 

tentang Tata Kerja Majelis Pertimbangan Tuntutan 

Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang 

Daerah; 
     
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan 

Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 
     
  2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan 

Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan 

Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150); 
     
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan 

Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, 

Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di 

Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4268); 
    
  4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 
    

SALINAN 



  5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 

5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 
    
  6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 

Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 
     
  7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 

244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 
     
  8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 

6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5496); 
    
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4844); 
     
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 

165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4593); 
     
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan 

Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 

tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855); 
     
  12. 

 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan 

Keuangan Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4738); 
    
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem 

Pengendalian Intern Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4890); 

    

  14. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin 

Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5135); 



 

 

    
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara 

Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai 

Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5934); 
    
  16. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3 Tahun 1997 

tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Terhadap 

Bendahara; 
    
  17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang 

Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan 

dan Barang Daerah; 
    
  18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 

2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 310); 
     
  19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang 

Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547); 
    
  20. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 9 Tahun 

2007 tentang Pokok- Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2007 Nomor 

66) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 

Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2014 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur 

Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pokok- Pokok Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur 

Tahun 2014 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 

Belitung Timur Nomor 16); 
     
  21. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung 

Timur Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Belitung Timur Nomor 43); 
    
  22. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 45 Tahun 2013 tentang 

Tata Kerja Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan 

Tuntuan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah (Berita Daerah 

Kabupaten Belitung Timur Tahun  2013  Nomor 45); 

  
                                    MEMUTUSKAN: 

Menetapkan :  

 

PERATURAN BUPATI TENTANG   PERUBAHAN ATAS PERATURAN 

BUPATI BELITUNG TIMUR NOMOR 45 TAHUN 2013 TENTANG TATA 

KERJA MAJELIS PERTIMBANGAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN 

DAN TUNTUTAN GANTI RUGI KEUANGAN DAN BARANG DAERAH. 



             PASAL  I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 

45 Tahun 2013 tentang Tata Kerja Majelis Pertimbangan Tuntutan 

Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang 

Daerah (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016 Nomor 

16), diubah sebagai berikut: 

 

 

1. Ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f 

dan ayat (2) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 5 berbunyi 

sebagai berikut: 

 

Pasal 5 

(1) Susunan Keanggotaan Majelis Pertimbangan merupakan 

Tim Kerja Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 

(1) dan ayat (2) secara ex-officio terdiri dari: 

a. Sekretaris Daerah, selaku Ketua merangkap Anggota; 

b. Inspektur selaku Wakil Ketua I merangkap Anggota; 

c. Asisten Bidang Pemerintahan dan Sosial selaku Wakil 

Ketua II merangkap Anggota; 

d. Kepala Badan Keuangan Daerah selaku Sekretaris 

merangkap Anggota; 

e. Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan selaku 

Anggota; 

f. Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan 

Daerah selaku Anggota; dan 

g. Kepala Bagian Hukum selaku Anggota. 

(2) Keanggotaan Majelis Pertimbangan tidak dapat diwakilkan 

dalam sidang dan jumlah keanggotaan. 

(3) Majelis Pertimbangan dapat ditentukan sesuai dengan 

kebutuhan Daerah dengan syarat dan jumlah anggota 

harus ganjil maksimal 9 (sembilan) orang.  

(4) Anggota Majelis Pertimbangan sebelum menjalankan 

tugasnya mengucapkan sumpah/janji dihadapan Bupati 

sesuai dengan ketentuan dan tata cara yang berlaku. 

 
 
 

2. Ketentuan dalam Pasal 21 ayat (2) diubah, sehingga keseluruhan 

Pasal 21 berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 21 

(1) Penyelesaian TP dapat dilakukan dengan cara menerbitkan 

SKTJM yang dikeluarkan oleh Bupati terhadap Bendahara, 

ahli waris atau pengampu dengan cara pengembalian 

kerugian secara tunai. 

(2) Pembayaran secara tunai dilakukan paling lambat 60 (hari) 

sejak ditandatanganinya SKTJM dan disertai jaminan 

barang yang nilainya cukup dan atau setara. 



(3) Apabila bendahara tidak dapat melaksanakan pembayaran 

secara tunai dalam waktu yang ditetapkan dalam SKTJM 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka barang 

jaminan yang menjadi barang agunan setelah terbitnya 

Surat Keputusan Pembebanan maka dapat dijual sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan. 

(4) Apabila terdapat kekurangan dari hasil penjualan barang 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tetap menjadi 

kewajiban bendahara yang bersangkutan, dan apabila 

terdapat kelebihan dari penjualan barang tersebut akan 

dikembalikan kepada bendahara yang bersangkutan. 

(5) Pelaksanaan (eksekusi) terhadap Keputusan TP 

dilaksanakan oleh Majelis Pertimbangan. 

 

 
PASAL II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan 

mempunyai daya laku surut sejak tanggal 3 Januari 2017. 

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan 

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 

Kabupaten Belitung Timur. 

 

 

       Ditetapkan di Manggar 

       pada tanggal 29 Mei 2017 

    BUPATI BELITUNG TIMUR, 

                ttd 

                                                                                            YUSLIH IHZA 

 

 

Diundangkan di Manggar 

pada tanggal 30 Mei 2017 

     SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN BELITUNG TIMUR, 

                  ttd 

           EVI NARDI 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2017 NOMOR 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM, 

 
ttd 

 
DANIAL, SH 

Pembina Tk. I / IV.b 
NIP. 19700610 199903 1 006 

 



 


